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ABSTRAK

Woave ERe Yudistmaga, 85 193 025, Program Stadi e Administrasi Negara,
Fakullas Hmu Sosial dan Thmw Politik, Universitas Andalas, Judel Skeipsi; Strategi
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dafam Meopembanghkan e-Gavermmens sehaaai
Salah Satu Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Puhlik, 143 hataman, 76 referensi.

Perkembangan teknelogi infonmasi dan kemuntkasi vang semakin cepat memberikan
berbagal kemudaban bagi Kehidupan manusia. Dunia semakin datar karema kila bisa
berinteraksi dengan crang lain meskipen dalam Iekasi vang berpashan, bahkan lintas benoa.
Beskat kecanpgmhan teknologi informasi, pemerintah dapat mengembangkan  pelayanan
pubiik herbasis teknelogi informasi, Teknologi ini discbur denpan e-Caoversiment,

Dalam  konteks  lokal, dengan semangat otonom: dacrah yang  memberikan
demokratisast din clonomi kepada dacrah, Pemerintah Proviesi Sumalera Derat juga
berusaiia mengembangkan e-Croversmiend sebagai salal salu upaya peningkatan kualias
pelayanan publik,

Untuk mengamalisis permasalaban dalam penchiian ini, peneliti menggunakan
konsep  strategs, e-Government, analisis lingkungan  steastegis dan pelavanan publik.
Sendekatan vang digunakan pdalab kealitati? dengan tipe deskriptif. Proses pesgumpulan
data dilakukan dengan mengzunakan wawancara dan dokumentasi yang dilakokan di
heberapa nstansi i lingkungan Pemenntzb Provinss Sumatera Baral, disntaranya; Hire
Hukum, Biro Humas, Bagian Telematika Elektrontk, Badan Perercanaan Pembangunan
Daerah, Dinag Pengelolaan Kevangan Daerah dan DPRD Provinsi Sumaters Barar Teknik
pemilingn informan yang digenakan adalahl perpesive sempling, Daia dianalisis denzan
mengrunakan analisis etik dan emik. :

Fenefitian ini mendeskripsikan strategi Pemerintah Provinst Sumatera Barar dalam
mengembangkan e-Government schagay salah satu upayva peningkatan koalitas pelayanan
pubsdik dengan terlebih dabuls menganalisis lingkungan strategis organisasi {lingkungen
mternal dan eksternall, vang terdisi dari kekuatan, kelemahan, peloang dan ancaman yang
dimiltki aleh Pemerimah Provinst Sumatera Barat dalam menpembangkan e-Giovernmenr,
Pengan menganalisis linghungan strategis tersebut dipereleh stratesi Pemcrintah Provinsi
sumaiera Baral dalam mengembangkan o-Goversmen. Strateni tersebut adalah: 11 Strategi
Clawiperative ddvantage; (2) Mengeliarkan prodok hokum dacrah sebagai landasan hukum
pengembangan e-Goversmend, {b) Menuajuk Dire Humas schagai unit kerja prngelola
pragram pengembangan e-Crovernmend, 2] Sirategs fovesimeny Divesament; (21 Menambah
finah pegawai dan memberikan bimbingan dan pelatiben untok meningkatkan kualias
peeawai (b Menunguk beberzpa orang pegawai wntuk mengelols e-Goversmen pada
masmg-masing SKPE, (¢) Menyeleksi program-program yang . belum  mendesak dan
vptimalisasi anggaran, 33 Strategi Mobilization; (a) Membangun sistem yang kuat, dan )
strategl Dowoge Cortrol; (2) Berkoordinast dengan instansi ferkai 31 pusat,

Lrari hasil analisis terhadap tujuh strategi tersebot diketshui bahwa tipe strateai vang
diiniakan oleh Pemerimah Provinsi Sumatera Baral dalam mengembangkan e-Government
wialah resosrce support sirotegy (strategi dukungan sumber daya). Sedangkan kendala vang
littizdapi oleh Temerintah Provinsi Sumatera Barat dalom mengembangkan e-Clovernment,
vaitn 1) Kendalfa Teknis; {2) Terbatasnya infrasirukior jaringan Wide drea Nepvoed
temerintal Provins: Suomatera Barar, 21 Kendala Mon Teknis: () Belum ada produk hukum
berupa perda vang secara khsus mengator mengenai pengembangan  e-Ciovernmens
Premermtah Pravinsi Sumatera Barat, dan (b} Belom ada Rencana Induk Pengembanzan

R e-Crevernant Pemerintzh Provinsi Sematera Baral.



BAER 1
PENDAHULITAN

1.1 Latar Belakanz

Dhunia sl ini sedang mengalami perkembangan yang cukup cepat dalam
bidang teknologi, informast dan komunikasi. Sejak televisi, telepon dan koran
pertama kali ditemukan terjadi perubaban yang sangat radikal dalam kehidupan
rmesia. Dulo kita membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh informasi
lintas area, tetapl sekarang berkat kecanggihan teknologt kita dapat mengetabo
informasi tentang keadazn di belahan burm lmn tanpa hares pergn ke tempat itu,
Informasi sudah menjadi sebuab kebutuhan bagi manusia, bahkan bisa jadi hampir
sedermjal denpan kebuluhan primer dan manusia akan selalu berusagha untuk
mendapatkan informasi.

Perkembangan tcknolegl  informasi  semakin bergerak maju  sejak
ditemukannya intermet, Internet merwpakan teknologl vang memiliki beragam
fengsi (mwdtyfinction), Salah sala fungsi yang paling menonjol adalah fungsi
mtormast dan komunikasi. Dengan memanfaatkan internet kita dapat mengakses
informast dengan cepat melalul bantuan alat pencari yang ada di dalam internet.
[} samping itu. berbagai fasilitas yang ada di dalam internet memberikan kita
wemudshan berkomunikasi dengan siapapen dan di belahan bumi manapun
wzlalul e-merl, teleconference, chatting, web-TF dan lainnya,

Pada dasawarsa 194%0an berkat Kecangoihan teknologi informasi, denpan

—entuan internet pemeriotah dapat memberikan pelayanan publik secara on-line.



Teknolegt ini disebut denpan  elecironic  government (e-Government), i
[ndonesia e-Goverrment berkembanpg secara alami sejak scbelum tabhun 2003,
Pemerintah mulal menyadart perlunya pengembanpan e-Government di seluruh
Jajaran pemerintzhan, maka pada tahun 2003 dikeluarkanlah Tnpres No, 3 Tahun
2003 mengenal pengembangan e-Government di Indonesia.’ Dengan kelvarnya
inpres tersebut maka secara vonidis-formal e-Government memiliki landasan vang
kuat unmak diimplementasikan pada setiap pemerintah daerah di Indonesia,

Paralel dengan itu. melalui otonomi daerah yang telah berjalan pasca
lumbangnya Orde Baru  penerapan  e-Govermment semakin menemukan
mommentumnya. Gerakan reformasi 1998 telah membawa berbagai perubahan
dalam ketatanegaraan  Indonesia. Berakhimya kekuvasaan Orde Baru yang
monolitik-sentralisik memberikan  harapan  baru  bapi  penyclenggaraan
pemenntahan vang demokratis. desentralistik dan  berkeadilan, Belajar dari
berbagai kelemahan dari pemerintahan terpusal {centered government), maka
tidak ada jalan lain kecuali memberikan kebebasan kepada daerah uniuk
mengurus urusannya sendiri, dalam bentuk otonomi daerah. Sebagai tindak lanjut
dam kebijakan tersebut maka pada masa pemerintzhan transisi  (Habibie)
dikelvarkanlah Undang-undang No. 22 Tabun 1999 tentang pemerintahan dacrah
vang kemudian pada pemerintahan Megawati direvisi menjadi Undang-undang

oo 32 Tabuan 2004 7

o, Ce-Goversment di Indonesia”, Spardt Palld Jumal Adminisirasi Megara Fakuoltas

o Rosial dim lmu Politik Universitas Schelas Marer Sumakarta Yolume 2 Woo | Talun 2008,
aTnan 2,

“zdz tahun 2005 Undimg-undang MNo. 32 Tahon 2004 direviss dengan Undang-undang o, %

1 2005 tentang Peretapon Porgturar Pemevintat Pengionti Undanp-undang No, 3 Tohan



Monomi daerah merupakan sistem vang memungkinkan dacrah untuk
memiliki kemampuan mengoeptimalisasi potensi terbaik yvang dimilikinya dan
mendorong daerab untuk berkembang sesuai dengan karnklenstik ckonomi,
pengrafis dan sosial budayanva.’ Dengan diberikannya kewenangan yanp sangat
besar kepada daerah, daerah memiliki legitimasi dalam  menyelenggarakan
pelayanan publik (public service), schingga pemerintah daerah dapat memberikan
pelayanan vang scsual dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat pengpuna jasa,
Seeara teonts, menuret Batminto dan AUk Septiwinarsih otonomi daerah dapat
meningkatkan kualitas pelavanan publik karena:”

1. Otonomni - daerah akan memperpendek  tingkatan atau jenjang  hierarki,

sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih copat,

I~

Oeonomi dacrah akan memperbesar kewenanpan dan keleluaszan daerah
schingga pemenntah daerah dapat merumuskan dan mengimplementasikan
kebyjakan  yang lebih seswa denpan kebutuhan daersh dan  tuntutan
masyarakat.

3. (Monomi daerah akan memperdekat penyelengpara pemerintaban dengan
konstituennya  schingega penvelenggara pemerintahan dapat merespon

untulan masyarakat secara lebih tepat.

SO0 penrang Merwbalon aias Undang-indang Moo 37 Tafum 2009 tentarg Pemerintaian Dacrah
Leniadi Undang-wnidare,
Fhem Chalil, Evsnomi Daeran: Masalan, Peaberdavaar don KonfTik, Kermitman, Jakarte, 20035,
samim 22
Aarminto dim Atk Sepliwinarsh, Maraiomen Pelavanan: Penpemborpan Mosdel Kornvepiol,
“enerapan Citizen s Clharter gdan Stondar Pelavonagn Mininal, Pustaka Pelajar, Yogvakana, 2006,
larmag 169 [ 90,



k.

BAR VI
FENLTUP

6.1 Kesimpulan
Sesua dengan perumusan masalah delam penelitian ini yakni bogaimana
strategi dan kendala Pemerintah Provingd Sumatera Barat dalam mengembangkan
e-Govermment sebagai salah satu upava peningkatan kualitas pelavanan publik,
dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintzh Provins
sumatera Barat dalam mengembangkan e-CGovermment berdasarkan hasil analisis
limgkungan strategis adalah:
| Strategs Comparative Advartage:
. Mengeluarkan beberapa produk bukum dacrah sebagai landasan
hukum penpembangan e-Government,
b. Menunjuk Biro Humas sebagai unit kerja pengelola program
pengembangan e-Cioverament.
2. Btrotegi frvestment/ Dive stmeni:
2. Menambah jumlah pegawai dan memberikan bimbingan dan pelatihan
untuk meningkatkan kualitas pepawai.
b, Memunjuk beberapa orang pegawai untuik menpelola e-Government
pada masing-masing SKPD.
¢ Menyeleks) program-program vang belum mendesak dan optimalisasi
ELTMGZ LT,
i Srategl Mobilization:

A Membangun sistem vang kuat.
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4. Stralepr Damage Cantrol:

2. Berkoordinasi dengan instansi terkait oi pusas

Pola pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi (e-
Covernment) semakin dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumaters Baral
Tujuh steateyi di atas adalah upava vang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
sumaters Baral dalam mengembangkan o-Govermment agar kualitas pelavanen
publik semakin meningkat. Dampsk yang diharzpkan dari pengembangan e-
Govermment tersebul adalah pelayanan publik dengan menggunakan media
leknologi informasi (e-Covernment) semakin memberikan kontribusi vang positif,

Sedanghkan. kendala-kendalz yang dihadapi oleh Pemerintah Provins
Sumatera Barat dalam mengembangkan e-Clovernment yaitu:

I keendala Teknis:
a. Terbatasnya infrastrukiur jarinean Wide Area Nemvork Pemerintah
Provinsi Sumarers Barat
2. kendala Non Teknis:
& Belum ada produk hukum berupa perda vang secara Khusus mengatur
mengenal  pengembanpisn  e-Governmen Pemeriniah - Provinsi
Sumatera Barar,
0. Belum ada Rencana [nduk Penpembanpan e-Government Pemerintah

Provins: Sumatera Bara,
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